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ABSTRAK

Pada tahun 2020, Indonesia kembali menyelenggarakan Pemilihan
Umum dalam bentuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang mencakup
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota. Pilkada ini dijadwalkan berlangsung setiap
lima tahun, dan pada tahun 2020, dilaksanakan di 9 Provinsi, 224
Kabupaten, dan 37 Kota Madya. Namun, situasi tahun ini berbeda dari
tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh merebaknya Wabah
Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) yang awalnya bermula di China.
Meskipun menghadapi keadaan darurat, Indonesia harus tetap memastikan
bahwa Pilkada tetap berlangsung. Oleh karena itu, pemerintah berupaya
keras mencari solusi, salah satunya adalah mengeluarkan peraturan terkait
pelaksanaan Pilkada dengan segera. Terkait regulasi ini, pemerintah
mengeluarkan  empat kali  perubahan. Perubahan ini telah
mempertimbangkan kondisi negara, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, diwajibkan untuk tetap
menjalankan sistem Pemilu yang sudah ada, meskipun harus mematuhi
protokol kesehatan yang ketat.

Penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan dengan metode
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen-
dokumen terkait pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Setelah itu penulis
melakukan pengamatan dan pengkajian terkait pelaksanaan Pilkada tahun
2020. Selain itu penulis mengemukakan pelaksanaan Pilkada di negara-
negara didunia yaitu Negara Korea Selatan dan Polandia yang juga
melaksanakan di tahun 2020, yang secara situasi sama-sama sedang
mengalami Wabah Covid-19. Selain itu pelaksanaanya bisa sebagai
pembanding pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Kemudian Peneliti
menganaisi menggunakan konsep Demokrasi di indonesia dan konsep
Kemaslahatan hukum islam.

Hasil dari penelitian ini bahwa partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Indonesia mengalami peningkatan
dibandingkan dengan Pemilu tahun 2015. Meskipun demikian, secara
teknis, pelaksanaan proses pemungutan suara perlu dievaluasi ulang. Hal ini
disebabkan oleh banyaknya penyelenggara Pilkada, terutama di tingkat
Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang mengalami kelelahan bahkan ada
yang meninggal dunia. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU)
sebagai lembaga otonom yang bertanggung jawab penuh atas
penyelenggaraan Pemilu, seharusnya dapat memberikan rekomendasi



terkait perbaikan pelaksanaan Pemilu di masa depan, terutama dalam situasi
bencana non-alam yang dapat mengancam kesehatan masyarakat dan
menyebar dengan cepat. Dengan kacamata analisa teori Maslahah.

Kata Kunci : Pemilukada tahun 2020, Covid-19, Maslahah.



ABSTRACT

In 2020, Indonesia is again holding General Elections in the form
of Regional Head Elections (Pilkada), which include the Election of
Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, as well as
Mayors and Deputy Mayors. Pilkada is scheduled to take place every five
years, and in 2020, it will be held in 9 provinces, 224 regencies and 37
municipalities. However, the situation this year was different from previous
years. This was caused by the outbreak of the 2019 Coronavirus Disease
(Covid-19) which originally started in China. Even though facing an
emergency situation, Indonesia must continue to ensure that the regional
elections continue. Therefore, the government is working hard to find
solutions, one of which is to issue regulations related to the implementation
of Pilkada immediately. Regarding this regulation, the government issued
four amendments. This change has taken into account the conditions of the
country, and the General Election Commission (KPU) as the election
management body, is required to continue to run the existing election
system, even though it must comply with strict health protocols.

This research is a library research with qualitative methods. Data
collection was carried out by means of studying documents related to the
implementation of the 2020 Pilkada. After that the author made
observations and studies related to the implementation of the 2020 Pilkada.
In addition, the author stated that the implementation of Pilkada in
countries around the world, namely South Korea and Poland which were
also held in 2020, both of which are currently experiencing the Covid-19
Outbreak. Besides that, the implementation can be used as a comparison
for the implementation of Pilkada in Indonesia. Then the researcher
analyzes using the concept of democracy in Indonesia and the concept of
the benefit of Islamic law.

The results of this study show that public participation in the
implementation of the 2020 regional elections in Indonesia has increased
compared to the 2015 elections. However, technically, the implementation
of the voting process needs to be re-evaluated. This is due to the large
number of Pilkada organizers, especially at the polling station (TPS) level,
who experience fatigue and some even die. Therefore, the General Elections
Commission (KPU) as an autonomous institution that is fully responsible
for the implementation of elections, should be able to provide
recommendations related to improving the implementation of elections in
the future, especially in situations of non-natural disasters that can threaten



public health and spread quickly. With the perspective of Maslahah theory
analysis.

Keywords: Election 2020, Covid-19, Maslahah.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2020 Bulan Desember merupakan awal tersebarnya wabah
baru yakni Wabah Pneumonia yang disebabkan oleh Virus Corona, terjadi
di Wuhan, Provinsi Hubei yang menyebar ke seluruh Negara China. Wabah
ini diidentifikasi dengan nama Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
penyebabnaya Severe Acute Respiratory Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).
Penyebaran wabah tersebut begitu cepat sehingga pada 30 Januari 2020
wabah SARS-CoV-2 WHO sebagai pengendali informasi kesehatan dunia
menyatakan kesehatan masyarakat darurat dari kepedulian di tingkat
Internasional.! Kehadiran pandemi penyakit virus corona baru (Covid-19)
menyebabkan kesedihan di seluruh negeri. Pencegahan yang tepat harus
dipertimbangkan secara intensif. Pasca munculnya infeksi baru virus
corona, terjadi perubahan tatanan kehidupan di berbagai belahan dunia.
Banyak tugas nasional, otoritas, lembaga, dan bahkan masyarakat tidak

dapat dilaksanakan. Hal ini menjadi perhatian mendalam bagi semua

! Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris, Ray Faradillahisari N, Penanganan
Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan.
(Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020).



lapisan masyarakat, karena mereka perlu menjaga pola hidup sehat dan
saling menjaga kesehatan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Wabah Covid-19 telah memporak-porandakan kondisi pelbagai
negara di belahan dunia. Perputaran roda ekonomi, sosial, dan politik
banyak yang mengalami kesulitan. Contohnya dalam hal pemilihan
Presiden, dan Kepala Daerah yang mengalami kendala pada proses
pelaksanaanya. Sebagian wilayah tetap melaksanakannya dengan pelbagai
persiapan yang matang, ada yang memilih untuk menunda dengan tujuan
menyiapkan metode pelaksanaan yang baru untuk meminimalisir
penyebaran Covid-19. Dan ada pula yang menunda sampai wabah Covid-
19 hilang di wilayahnya. Indonesia dan Polandia menjadi salah satu Negara
yang melaksanakan pemilihan umum, dengan agenda agenda pemilihan
Kepala Derah dan Negara Polandia pemilihan Presiden. Indonesia adalah
negara Demokrasi, yaitu Sistem Pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut
serta memerintah dengan perantara wakilnya. Jadi kedaulatan negara
dibawah Rakyat langsung. Adapun salah satu perwujudan dari Demokrasi
yaitu Pilkada.

Pada tahun 2020 Pesta Demokrasi di Indonesia kembali diadakan
yaitu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak berupa Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota. Pada kesempatan ini di ikuti oleh pemilihan 9



Gubernur, 224 Bupati dan 37 Walikota di seluruh Negara Indonesia.?
Adapun kepanitian yang melaksanakan dan mensukseskan Pilkada
(Pemilihan Kepala Daerah) menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan
Umum secara independen dibawah pengawasan Presiden. Mulai proses
awal pendaftaran bakal Calon Kepala Daerah sampai selesai di perhitungan
hasil.

Dasar hukum untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) di Indonesia pada tahun 2020 adalah Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang. Berdasarkan undang-undang ini, ditetapkan bahwa pemilihan
kepala daerah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.3 Sebelum
dikeluarkannya undang-undang tersebut, Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020.

Namun, karena adanya bencana non-alam berupa Pandemi Covid-19,

2 Dr. Djoharis Lubis, M.Sc. Pilkada Serentak 2020 Di Tengah Gelombang Pandemi
Covid-19: Apakah Menghasilkan Kepemimpinan Yang Efektif Berbasis Multikultur?.
(Jurnal Kajian LEMHANNAS RI edisi 42/ Juni 2020).

3 Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota



terjadi beberapa penundaan dalam beberapa tahapan pelaksanaan Pilkada.
Hal ini dijelaskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor: 179/179/PL.02-Kpt/KPU/111/2010 tentang Penundaan
Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Beberapa tahapan yang mengalami penundaan antara lain :*

1. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

2. Verifikasi syarat dukungan calon perorangan

3. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

4. Penyusunan Daftar Pemilih

Tindakan penundaan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya
pencegahan penyebaran Covid-19 dan untuk menjaga kesehatan serta
keselamatan masyarakat dalam konteks pelaksanaan Pilkada.

Dalam hal teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
tahun 2020, mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Komisi
Pemilihan Umum (KPU) diberi tugas untuk mengatur secara rinci proses
pelaksanaannya. Sesuai dengan amanat yang diberikan, KPU telah

membuat dasar hukum untuk pelaksanaan Pilkada ini melalui Peraturan

4 Surat keputusan KPU Nomer : 179/PL.02-kpt/01/KPU/111/2020.



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota serentak yang merupakan kelanjutan dalam kondisi bencana non-alam
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam peraturan tersebut,
dijabarkan langkah-langkah teknis dan prosedur yang harus diikuti untuk
melaksanakan Pilkada dalam situasi yang diwarnai oleh pandemi Covid-19.
Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan jadwal, mekanisme
pelaksanaan pemungutan suara, tata cara pemilihan calon, serta langkah-
langkah keamanan dan kesehatan yang harus diambil untuk mencegah
penyebaran virus selama pelaksanaan Pilkada. Dengan adanya peraturan
ini, diharapkan pelaksanaan Pilkada dapat tetap berjalan dengan aman dan
tertib meskipun dalam situasi pandemi, sekaligus menjaga partisipasi
masyarakat dalam proses demokrasi.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020
memberikan panduan teknis mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) hingga tahap panitia penyelenggara di tingkat Tempat
Pemungutan Suara (TPS). Proses pemungutan suara dijelaskan secara
detail, termasuk prosedur yang harus diikuti, dan peraturan protokol
kesehatan yang perlu diterapkan selama pemungutan suara. Aturan ini

dirancang untuk melindungi keselamatan semua pihak yang terlibat dalam



Pilkada, termasuk penyelenggara, peserta pemilihan, pemilih, dan semua
yang terlibat dalam proses pelaksanaan. Meskipun aturan ini telah
ditetapkan untuk mengurangi risiko penyebaran virus, penting juga untuk
diingat bahwa aturan tersebut mungkin tidak dapat sepenuhnya mencegah
penyebaran virus di masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran dan tanggung
jawab individu sangatlah penting. Setiap orang perlu berkontribusi dengan
mengikuti aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti
memakai masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan secara rutin, dan
menghindari kerumunan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, masing-
masing individu dapat berperan dalam mengurangi risiko penyebaran virus,
baik selama pelaksanaan Pilkada maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Islam menekankan bahwa para pemimpin dalam membuat
kebijakan harus mempertimbangkan Unsur Kemaslahatan. Dalam Pilkada
tahun 2020 ini pemungutan suara masih menggunakan sistem datang secara
langsung ke TPS. Tetapi dalam khasusnya banyak dari KPPS yang
mengalami hal yang tak terduga yaitu kematian dan sakit. Mengenai hal
tersebut maka Konsep Maslahah memberikan analisanya. Bahwasanya
kedepan Indonesia perlu mempersiapkan sistem pemungutan suara yang
tepat ketika terjadi Bencana Non alam yang sama dengan Covid 19 dan
memperhatikan kemaslahatan masyarakat. seperti pemungutan yang

menggunakan jasa pos oleh Negara Polandia dan Korea Selatan. Ketika



Pemungutan suara menggunakan jasa pos diterapkan, maka perlu adanya
kajian yang mendalam dan mempertimbangkan dari berbagai aspek terkait

Pemilu.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan
yang akan menjadi fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: :
1. Bagaimana Pelaksanaan Pilkada di Indonesia dalam kondisi Bencana
Nonalam Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Cara pandang Konsep Maslahah menyikapi Pelaksanaan

Pemungutan Suara dalam kondisi Bencana Nonalam berikutnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tentu, berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dan

kegunaan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan dan mengalisa Pelaksanaan Pilkada di
Indonesia dalam kondisi Bencana Nonalam Pandemi Covid-19.
b. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisa Cara pandang
Konsep Maslahah menyikapi Pelaksanaan Pemungutan Suara

dalam kondisi Bencana Nonalam berikutnya .



2. Kegunaan Penelitian

a. Hasil penelitian kualitatif ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang berarti bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum,
terutama Program Ilmu Syari‘ah, terkait pelaksanaan Pemilihan
Umum di Indonesia pada era pandemi Covid-19.

b. Hasil penelitian ini memiliki potensi besar untuk menjadi
referensi bahan perkuliahan, terutama dalam mata kuliah yang
berkaitan dengan Pemilu. Dengan mengintegrasikan hasil
penelitian ini dalam materi perkuliahan, mahasiswa akan
memiliki akses ke informasi yang lebih kaya dan relevan tentang
pelaksanaan Pilkada selama pandemi Covid-19, serta pemikiran

kritis yang dapat memperkaya diskusi di dalam kelas

D. Studi Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap beberapa
penelitian atau karya ilmiah sebelumnya, penulis tidak menemukan
penelitian atau karya ilmiah yang sama, berikut penelitian atau karya ilmiah
sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain :

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Dr. Djoharis Lubis, M.Sc.
membahas tentang Pilkada Serentak 2020 di tengah gelombang pandemi

Covid-19 dan fokus pada pertanyaan apakah pelaksanaan ini menghasilkan



kepemimpinan yang efektif berbasis multikultur. Penelitian ini memiliki
tujuan untuk mengamati sejauh mana pemimpin dan kepemimpinan yang
berbasis multikultur dapat menangkal serta menyelesaikan konflik sosial di
tengah pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
metode kualitatif sebagai pendekatan penelitiannya. Penelitian ini
membahas bagaimana para gubernur, bupati, dan walikota yang terpilih
dalam Pilkada 2020 dapat menjadi pemimpin multikultur. Ini termasuk
kemampuan mereka untuk menjaga keberlangsungan daerah di bawah
kepemimpinannya dari berbagai perspektif, terutama dalam konteks New
Normal atau Normal Baru yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat.
Ini mencakup aspek seperti menjaga jarak sosial dan menerapkan aturan 3M
(Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak) dalam
masyarakat. Hasil dan kesimpulan yang ditemukan dalam penelitian ini
adalah bahwa pemimpin yang terpilih mampu menjadi Cultural
Ambassador, yaitu figur yang memelihara dan mewakili semua kelompok
masyarakat serta berperan sebagai pemecah konflik di wilayah
kepemimpinannya. Artikel ini secara jelas menggarisbawahi pentingnya

pemimpinan multikultur dalam konteks Pilkada di tengah pandemi Covid-
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19 dan bagaimana kepemimpinan semacam itu dapat berdampak positif
dalam menjaga stabilitas dan harmoni dalam masyarakat.®

Kedua, artikel Mohammad Wieldan Akbar dan Darnis Sikumbang
dalam Analisis dan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia
(Ampera) dengan judul “Peraturan Pilkada Sebagai Kepastian Hukum di
Tengah Pandemi COVID-79". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
bagaimana Perpu diperlukan untuk menjadi dasar penyelenggaraan
pemilukada serentak tahun 2020. Metode penelitian ini adalah metode
kualitatif dengan survei literatur. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa
pemerintah  harus segera menerbitkan pelps untuk menjamin
terselenggaranya Pilkada 2020. °

Ketiga, artikel Aryo Wasisto dan Prayudi berjudul “Ekspektasi
Dampak Terhadap Demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2020”. Kajian
tersebut bertujuan agar penyelenggaraan Pilkada Bersatu tahun 2020 tidak
hanya berdampak pada konsolidasi fiskal, namun juga mengantisipasi
permasalahan demokrasi yang mungkin muncul pada tahapan apapun. .

Dengan terselenggaranya pemilu di tengah pandemi ini, DPR RI akan

5 Dr. Djoharis Lubis, M.Sc. Pilkada Serentak 2020 Di Tengah Gelombang Pandemi
Covid-19: Apakah Menghasilkan Kepemimpinan Yang Efektif Berbasis Multikultur?.
(Jurnal Kajian LEMHANNAS RI edisi 42/ Juni 2020).

& Mohamad Wieldan Akbar, Darnis Sikumbang, Urgensi Perpu Pilkada sebagai
Kepastian Hukum di Tengah Kondisi Wabah Covid-19. (Article edisi April 2020).
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mengidentifikasi aspek dampak pemilu, partisipasi pemilu, potensi
pelanggaran, dan pengawasan untuk menjaga kualitas demokrasi
Indonesia. Artikel ini mengkaji solusi strategis terhadap masalah anggaran
melalui perbandingan dengan pemilu parlemen Korea Selatan. Metode yang
digunakan adalah kualitatif dan berbagai aspek dijelaskan secara rinci. Hasil
penelitian menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif tetap
memperhatikan aspek demokrasi dan penegakan aturan pemilu lokal yang
adil.’

Keempat, aerikel karya Pak Mok Nurhasim dalam surat berjudul
“Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pilkada Tahun 2020”. Kajian
tersebut membahas tentang penyimpangan aturan dasar pemilu, dan penulis
juga menyoroti adanya kecurangan dan ketidaksesuaian pada tahapan
pilcada. Kesimpulannya, penulis berharap pandemi COVID-19 tidak
mempengaruhi kesuksesan Pilcada 2020. Dan metode yang digunakan
penulis adalah deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan hasil analisis dari

beberapa tahapan pelaksanaan menuju pemilukada tahun 2020.

7 Aryo Wasisto dan Prayudi Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak
Tahun 2020. (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidag Politik dalam Negeri Info
Singkat Vol. XII, No.12/11/Puslit/Juni/2020).

8 Moch Nurhasim, Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pilkada 2020.
http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1398-dampak-pandemi-
covid-19-terhadap-pilkada-2020 (Di akses pada tanggal 6 November 2021)



http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1398-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-pilkada-2020
http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1398-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-pilkada-2020
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Kelima, artikel karya Sri Nurianti dalam makalah akademis
berjudul “Wabah COVID-19 dan Pilkada Serentak 2020.” Membahas
kajian ilmiah tersebut, ia mengemukakan beberapa pertimbangan bahwa
meski Pilcada 2020 tetap dilangsungkan, namun risiko penyebaran
COVID-19 akan semakin meningkat. Dan lebih lanjut dalam
pembahasannya, penulis merinci bahwa jalan-jalan Picada telah ditunda
karena keamanan situasi COVID-19. Metode yang digunakan adalah
analisis deskriptif yaitu uraian hasil analisis terhadap materi yang
dipaparkan pada Rapat KPU dan Dengar Pendapat (RDP) Komite Il DPR
RI tanggal 14 April 2020.°

Keenam, Deborah Sanur yang berjudul "Persiapan Pilkada
Serentak 2020". Dalam edisi tersebut, fokus diberikan pada persiapan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang dijadwalkan kembali
dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 untuk provinsi-provinsi yang
masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2021. Jumlah daerah yang akan
menyelenggarakan Pilkada Serentak pada tahun 2020 disebutkan sebanyak
270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten/kota, dan 37 kota. Dalam

artikel ini, dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah

® Sri Nuryanti , Wabah COVID-19 dan Pilkada Serentak 2020.
http://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1363-wabah-covid-19-dan-
pilkada-serentak-2020 (Di akses pada tanggal 6 November 2020).



http://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1363-wabah-covid-19-dan-pilkada-serentak-2020
http://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1363-wabah-covid-19-dan-pilkada-serentak-2020
http://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1363-wabah-covid-19-dan-pilkada-serentak-2020
http://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1363-wabah-covid-19-dan-pilkada-serentak-2020
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menerbitkan Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur
tentang tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2020. Artikel tersebut membahas persiapan yang perlu dilakukan
dalam rangka menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Artikel
juga menguraikan dua solusi yang diyakini dapat meningkatkan
pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020. Pertama, pembahasan yang
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang
pelaksanaan Pilkada dan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada. Namun,
artikel ini menyatakan bahwa kedua hal ini telah terbukti sulit untuk dicapai
hingga saat ini. Oleh karena itu, Komite Il DPR RI, yang bekerja sama
dengan Kementerian Dalam Negeri, diharapkan dapat terus memantau
perkembangan persiapan pelaksanaan dan penghitungan Pilkada Serentak
Tahun 2020. Artikel ini memberikan pandangan yang luas mengenai
persiapan dan tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Pilkada
Serentak tahun 2020, serta upaya yang dilakukan untuk memastikan
pelaksanaan yang baik dan akuntabel. *°

Ketujuh, Artikel Herdianshah Hamzah dari  Universitas

Murawarman berjudul “Pirkada vs Pandemi dan Pengalaman Negara

10 Debora Sanur Persiapan Pilkada Serentak 2020. (Kajian Singkat Terhadap
Isu Aktual Dan Strategis Vol. Xi, No.24/1i/Puslit/Desember/2019).
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Lain”. Artikel ini menggunakan analisis deskriptif analisis literatur. Hal ini
menjelaskan beberapa tantangan ketika pemilu kepala daerah masih
diselenggarakan di Indonesia. Artinya kita harus berhadapan langsung
dengan COVID-19. Selain itu, kami membahas pelaksanaan dan
keberhasilan pemilihan parlemen di negara lain, khususnya Korea Selatan
dan Polandia. Dalam praktiknya, hal ini dapat menyebabkan peningkatan
jumlah pemilih yang meningkat dibandingkan pemilu parlemen lalu. Hal ini
mungkin mencerminkan bahwa Indonesia menyelenggarakan pemilu
legislatif dalam suasana bencana non-alam yang disebabkan oleh COVID-
19.1

Kedelapan, Artikel International IDEA oleh Nana Karandadze,
"Beralih ke pemungutan suara melalui pos selama krisis kesehatan :
belajar dari Polandia.” Artikel ini membahas berbagai persiapan dan
permasalahan terkait penyelenggaraan pemilihan presiden Polandia tahun
2020 di masa Covid-19. Selain itu, analisis rinci tentang sistem

implementasi juga dilakukan.*?

11 Herdiansyah Hamzah. Pilkada vs Pademi dan Pengalaman Negara Lain.
https://www.researchgate.net/publication/343650131 Pilkada_vs_Pandemi_Dan_Pengal
aman_Negara_Lain (Diakses pada tanggal 7 Juni 2021).

12 Nana Kalandadze. Beralih ke pemungutan suara pos sepenuhnya dalam masa
krisis kesehatan publik: belajar dari Polandia.
https://www.idea.int/sites/default/files/multimedia_reports/2020-08-19
Translated%20Switching%20t0%?20all%20postal%20voting%20in%20times%200f%20p
ublic%20health%20crises%20Poland.pdf (Diakses pada tanggal 7 Juni 2021).



https://www.researchgate.net/publication/343650131_Pilkada_vs_Pandemi_Dan_Pengalaman_Negara_Lain
https://www.researchgate.net/publication/343650131_Pilkada_vs_Pandemi_Dan_Pengalaman_Negara_Lain
https://www.idea.int/sites/default/files/multimedia_reports/2020-08-19%20Translated%20Switching%20to%20all%20postal%20voting%20in%20times%20of%20public%20health%20crises%20Poland.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/multimedia_reports/2020-08-19%20Translated%20Switching%20to%20all%20postal%20voting%20in%20times%20of%20public%20health%20crises%20Poland.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/multimedia_reports/2020-08-19%20Translated%20Switching%20to%20all%20postal%20voting%20in%20times%20of%20public%20health%20crises%20Poland.pdf
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Dari karya tulis diatas belum ada yang membahas terkait Sistem
pelaksanaan Pemungutan Suara. Dari segi analisi pelaksanaannya, Evaluasi
pelaksanaannya dan Solusi untuk Pemungutan suara dalam pemilu kedepan.
Oleh sebab itu, dalam karya tulis ini, penulis berupaya menganalisa
bagaimana pelaksanaan Pemungutan Suara berlangsung selama Pilkada di
tengah Pandemi Covid-19. Situasi ini mengakibatkan banyak korban dan
penderitaan di kalangan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS) vyang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Oleh karena itu,
pentingnya penilaian evaluasi terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara jika
pemilihan mendatang menghadapi kondisi serupa dengan pemilihan tahun
2020 yang lalu. Artinya, ketika terdapat Bencana Alam yang berpotensi

mengancam kesehatan masyarakat.

E. Kerangka Teori
1. Demokrasi di Indonesia
Demokrasi berasal dari kata Demos yang berarti rakyat dan
Kratos yang berarti kekuasaan. Menggabungkan dua kata tersebut,

demokrasi menjadi apa yang diusulkan Lincoln: sistem pemerintahan
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yang diselenggarakan oleh rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.*®
Dengan kata lain, demokrasi adalah pemerintahan yang didukung
oleh kemauan dan kekuasaan rakyat. Dari segi organisasi, kedaulatan
terletak di tangan rakyat, sehingga demokrasi diartikan sebagai
penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau
atas persetujuannya.*

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang lazim di
berbagai negara, termasuk Indonesia. Sistem demokrasi ditandai
dengan adanya kebebasan berekspresi dan berserikat, adanya
persamaan hak bagi seluruh warga negara, praktek pemilihan umum
langsung, dan kekuasaan tertinggi pemerintahan oleh rakyat.
Eksistensi demokrasi antara lain  memberikan kebebasan
berpendapat dan berekspresi kepada warga negara, membangun
keamanan bersama, mendorong warga negara berpartisipasi aktif
dalam proses penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan, dan
lain sebagainya, untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu,
demokrasi diharapkan dapat membangun masyarakat sejahtera dan

berkeadilan dengan mengedepankan keadilan, kejujuran, dan

13 Annisa Humaira, Konsep Negara Demokrasi, (Padang : Universitas Eka Sakti,
2019), him. 7.

14 Benny Bambang Irawan, Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia,
(Hukum dan Dinamika Masyarakat VVol.5 No.1, Oktober 2007), him.54.
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transparansi. Hal ini sejalan dengan dering Sidang ke-5 Pancasila,
'‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.

Ada dua bentuk lembaga demokrasi itu sendiri: demokrasi
langsung dan demokrasi tidak langsung. Pertama, demokrasi
langsung, yaitu demokrasi yang seluruh warga negara (artinya satu-
satunya) memberikan suara dan pendapatnya langsung kepada
pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan. Semua warga
negara mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan. Sistem
demokrasi langsung ini diciptakan oleh pemerintah kota Athena, di
mana seluruh penduduk dipertimbangkan dan diputuskan bersama.®®
Maslahah

Dalam epistemologi, istilah "maslahah” berasal dari bahasa
Arab dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
sebagai "maslahah,” yang memiliki makna membawa kebaikan atau
manfaat serta mencegah hal yang merugikan. Abu Zalaah dalam
karyanya "Ushul Figh" menjelaskan bahwa "Maslahah Mursalah™
berarti "mutlak™ atau "umum."” Berdasarkan bahasa proposal
akademisnya, hal ini merupakan sebuah keuntungan yang dapat

diwujudkan oleh syariah tanpa harus dibutakan oleh hukum. Tidak

15 1bid. him. 8.
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ada dalil syara yang menunjukkan apakah kepraktisan
dipertimbangkan.®

Pertimbangan Al-Maslah sebagai alat hukum melibatkan
perhatian terhadap kepentingan yang dapat diakses oleh semua pihak
dan kepentingan yang bersifat independen tanpa batasan. Dengan
kata lain, maslahah mewakili kebaikan yang ditetapkan dengan
kebebasan, tetapi tetap terhubung dengan konsep dasar syariah. Ini
karena syariah sendiri dirancang untuk memberikan manfaat kepada
masyarakat secara umum dan memiliki peran dalam menciptakan
kemaslahatan serta mencegah dampak buruk.Menurut Abdul Wahab
Khallaf, Maslahah dapat dijadikan legislasi hukum Islam bila
memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Haruslah menjadi maslahah yang faktual, bukan hanya
maslahah yang didasarkan pada praduga, tetapi harus
didukung oleh penelitian, pertimbangan yang cermat, diskusi
mendalam, dan benar-benar menghasilkan manfaat serta
menolak dampak negatif.

2. Haruslah merupakan maslahah yang bersifat universal, bukan

ditujukan hanya untuk kepentingan individu.

16 Abdul Wahab Khallaf, lmu Ushul Figh, terj.Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-
Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke 8, 2002), him.123
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3. Tidak boleh bertentangan dengan hukum yang telah
ditetapkan oleh nash (teks hukum Islam) dan iyjma’ ulama

(kesepakatan ulama).’

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah tipe studi kepustakaan, di
mana penelitian ini difokuskan pada analisis dan pembahasan sumber-
sumber bahan pustaka, termasuk buku, kitab, dan sumber lain yang relevan
dengan topik ini. Dalam konteks ini, penulis mengacu pada berbagai
referensi seperti peraturan hukum, literatur cetak, tulisan ilmiah, publikasi
jurnal, dan sumber-sumber daring yang sah. Semua referensi ini terkait
dengan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia pada tahun 2020 di
tengah pandemi Covid-19.
2. Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, di mana
konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian diuraikan secara
sistematis. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis.

Dalam kerangka penelitian ini, penulis menggunakan data dari berbagai

7 Ibid., hIm.125
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sumber pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, artikel,
jurnal ilmiah, dan sumber daring yang sah. Semua sumber ini berkaitan
dengan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia pada tahun 2020 selama
pandemi Covid-19.
3. Pendekatan Masalah
Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan penelitian
hukum Islam normatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi doktrin-
doktrin atau prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, penulis
berusaha memahami Kebijakan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia
pada tahun 2020 selama pandemi Covid-19 melalui sudut pandang
kerangka ilmiah dan paradigma yang mendasarinya.
4. Teknis Pengumpulan dan Analisis Data
Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif analitik, di mana
penulis secara sistematis menjelaskan tentang Pelaksanaan Pemilihan
Umum di Indonesia pada tahun 2020 selama pandemi Covid-19. Data yang
telah terkumpul dianalisis dalam penelitian ini. Karena penelitian ini
berfokus pada sumber-sumber kepustakaan, maka penulis menerapkan
metode induktif, yang melibatkan penalaran dari hal-hal spesifik menuju
kesimpulan yang lebih umum. Dalam prosesnya, teori Maslahah digunakan

sebagai landasan.
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G. " Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan pemahaman dan keteraturan dalam pembahasan
skripsi ini, penyusun membagi skripsi menjadi beberapa bab dan subbab.
Secara umum, sistematika pembahasan terdiri dari lima bab, yang akan
dijelaskan sebagai berikut:  Bab kedua membahas tentang Dasar dan
ruang lingkup Demokrasi indonesia dan teori Maslahah

Bab ketiga membahas tentang bagaimana dan darimana Pandemi
Covid-19 menyaebar, menjelaskan konsep dasar Pemilu di indonesia
beserta Lembaga Penyelenggara Pemilu di indonesia serta memberikan
penjelasan terkait Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia pada Masa
pandemi Covid-19.

Bab keempat membahasa tentang analisis pelaksanaan Pemilu
Umum tahun 2020 dalam situasi Bencana Non Alam Covid-19 beserta
tahapan-tahapannya, menjelaskan regulasi yang perubahannya dikarenakan
situasi negara yang sangat rawan akan kesehatan, juga memberikan analisa
Konsep Maslahah meilihat sistem pemungutan suara kedepan jika terjadi
kembali bencana non alam yang menyerupai Covid-19 dalam hal ini
gambaran dari negara Korea Selatan dan Polandia yang meningkat
partisipasi masyarakatnya dalam pemilihan umum.

Bab kelima merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan

saran- saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan
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masalah dalam penelitian. Sedangkan saran adalah anjuran atau masukan

kepada kepada pihak-pihak yang bersangkutan terkait tema yang diteliti.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Tahun 2020 Pesta Demokrasi di Indonesia kembali diadakan yaitu
pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak berupa Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota. Pada kesempatan ini di ikuti oleh pemilihan 9 Gubernur, 224
Bupati dan 37 Walikota di seluruh Negara Indonesia. Pelaksanaan Pilkada
(Pemilihan Kepala Daerah) di Indonesia dalam kondisi bencana non-alam
seperti pandemi Covid-19 mengalami penyesuaian signifikan untuk
memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan aman, adil, dan
sesuai dengan protokol kesehatan. Beberapa langkah yang diambil dalam
pelaksanaan Pilkada di bawah situasi tersebut antara lain : Protokol
Kesehatan yang ditingkatkan mulai dari Seluruh tahapan pelaksanaan
Pilkada dijalankan dengan ketat mengikuti protokol kesehatan, seperti
penggunaan masker, jaga jarak fisik, cuci tangan, dan lainnya, ketika
pemungutan suara pemilih diharuskan menjaga jarak fisik yang cukup
antara satu dengan yang lain untuk menghindari kerumunan, Petugas di
tempat pemungutan suara dan selama tahapan lainnya memakai APD guna

melindungi diri dari potensi penyebaran virus, Tempat pemungutan suara
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diatur ulang untuk mengoptimalkan pengaturan jaga jarak fisik dan menjaga
kebersihan dan Pemantauan dan pengawasan dilakukan dengan lebih ketat
untuk memastikan bahwa langkah-langkah protokol kesehatan diikuti
dengan benar. Adapun sebagaimana dasar hukumnya yaitu Peraturan

Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020.

Melihat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun
2020 di tengah tantangan pandemi Covid-19. Konsep Maslahah dalam
hukum Islam memang menekankan pada kemaslahatan umum dan
mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Memang benar bahwa mengadopsi model seperti pelaksanaan pemilihan
melalui jasa pos yang diterapkan di negara lain dapat menjadi alternatif
yang layak untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dalam situasi bencana
atau pandemi. Tentu implementasi model ini akan memerlukan
perencanaan dan persiapan yang cermat. Penting untuk diingat bahwa setiap
model pelaksanaan pemilihan memiliki tantangan dan keuntungannya
sendiri. Konsep Maslahah dapat digunakan sebagai panduan untuk
memastikan bahwa kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat
menjadi prioritas utama dalam memilih metode yang tepat untuk
pelaksanaan pemilihan di masa depan, terutama dalam situasi darurat atau

Krisis seperti pandemi Covid-19.



105

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penyusun memberikan beberapa

saran berikut ini :

1. Demokrasi Indonesia harus selalu terjaga, terutama dalam pelaksaan
Pemilu Azas luber Jurdil harus selalu dijunjung.

2. Dalam Pelaksaan Pemilu bawaslu harus tegas dalam menindak
pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan harus diselesaikan secara
tuntas.

3. Pemilu harus diciptakan dengan situasi semangat gotong royong.
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